BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Alamat  : JL. H. M. Saleh Lawa No. 19 Barru Kabupaten

Barru Email : set.barru@bawaslu.go.id

Nomor : 0186/PM.00.02/K.SN-02/08/2024 Barru, 02 Agustus 2024
Sifat : Penting

Lampiran |-

Hal . Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Di-
Barru

A. Dasar Hukum

1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024
tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum:;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan



Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan
Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024;

11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan
Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Tahun 2024,

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024;

13. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 806/PL.02-

| SD/14/2024 prihal Pemetaan TPS;

‘ 14. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024

tentang Persiapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Tahun 2024.

| B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses

serta memastikan akurasi data pada Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di wilayah

Kabupaten Barru. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru

mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru agar:

1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dan dengan jadwal
yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.

2. Memastikan Rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diserahkan oleh PPK kepada KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga)

Hari terhitung sejak selesainya pemutakhiran untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilin
tingkat kabupaten/kota, yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
3. Melaksanakan rekapitulasi DPS dari tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Barru dan
menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih serta formulir
Model A-Rekap KabKo.
4. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka, yang terdiri atas:
a. PPK Kecamatan di Wilayah Kabupaten Barru;
b. Bawaslu Kabupaten Barru;
c. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kabupaten Barru;
d. Pemantau Pemilihan di Wilayah Kabupaten Barru; dan/atau
e. tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Barru.
5. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi
DPS tingkat Kabupaten Barru, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-
Daftar Perubahan Pemilih.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Barru



8. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Barru menandatangani dokumen hasil

rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten Barru, yang meliputi:

a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota;

b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-
Rekap KabKo Perubahan pemilih);
Formulir rekapitulasi DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap KabKo); dan
Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat Kabupaten/Kota (Model A-Daftar
Perubahan Pemilih).

7. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU Provinsi
Sulawesi Selatan, Bawaslu Kabupaten Barru, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah) Kabupaten Barru, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Kabupaten Barru,
berupa berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk
salinan naskah asli, formulir Model A-Rekap KabKo dalam bentuk salinan naskah asli,
dan formulir Model A-Rekap PPK Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dengan
memperhatikan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
yang mengatur mengenai pelindungan data pribadi.

8. Menyebarluaskan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi
informasi KPU Kabupaten Barru. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan,
rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan
pelanggaran Pemilihan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Arsip.
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